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TINJAUAN UMUM UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK

A. Pengertian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)
Dalam PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 dijelaskan bahwa:
“Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA
adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan

terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan

hukum terhadap pelaku

lebih bersifat k@ eﬁagig, erulhA engifadapi korban yang masih

K butuhaﬁ H(g adap

kekeluargaan khususnya untuk korban anak perempuan karena dipandang

di bawah umur. pendekatan yang bersifat
bahwa anak memiliki kondisi psikologis yang berbeda dengan orang
dewasa.'’

Dalam masalah perlindungan terhadap anak perempuan sebagai
korban tindak pidana kekerasan seksual, polisi mempunyai peranan yang

sangat penting. Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, pihak kepolisian

17 https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/05/04/mengenal-unit-pelayanan-perempuan-dan-
anak-ppa-polri/ Mengenal Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri, di akses pada 1 April
2022, pukul 16:35 WIB.
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bertugas memberikan perlindungan bagi masyarakat dari segala bentuk
gangguan keamanan, Kketertiban, dan kejahatan-kejahatan lain dalam

kehidupan masyarakat.'®

Pengertian Anak
Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, anak ialah keturunan,
anak juga di artikan sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, pada

hakekatnya anak adalah seorgee™mag berada pada satu masa perkembangan

e v
as di pﬁ%rit kan.

dari hubungan kelamin atau persetapurian (sexual intercourse) antara seorang
laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun
diluar ikatan perkawinan. Kemudian dalam hukum adat sebagaimana yang
dinyatakan oleh Soerjo Wignjodipoero, yang dikutip oleh Tolib Setiady

dalam bukunya bahwa:*

Kecuali dilihat oleh orangtuanya sebagai penerus generasi juga anak
itu dipandang pula sebagai wadah dimana semua harapan orangtuanya

18 [hi
Ibid.
9 Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, HIm 30.
2% |smantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual
Terhadap Anak, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015, HIm 173.
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dikelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipnadang sebagai
pelindung orangtuanya kelak bila orangtua itu sudah tidak mampu lagi
secara fisik untuk mencari nafkah.

Waluyadi mengemukakan bahwa

“Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak
memberikan arti bagi orang tuanya. Arti disini mengandung maksud
memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri
yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki
keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi
hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai
kematar;gan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan
mental”

mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri.

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari
pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti kasus sebagai
objek hukum.

a. Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012

Pasal 1 ayat 2:

2 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009, Him. 3.
22 sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, CV. Novindo Pustaka
Mandiri, Jakarta, Him. 5.
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“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik
dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang
menjadi saksi tindak pidana.”

Pasal 1 ayat 3:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Pasal 1 ayat 4:

dapat memberikan ketera

dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang
didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Undang-Undang Perkawinan

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak
mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan

sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat 2
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Undang-Undang Perkawinan yang memuat ketentuan syarat perkawinan
bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua
orang tua. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa anak adalah orang
belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah.”

Pengertian Anak menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun

kecuali berdasarkan undgee®®mdang lain yang berlaku bagi anak-anak

demi kepentingannya.’
Dengan demikian menurut Abintoro Prakoso mengemukakan bahwa

“pengertian anak (juvenile) pada umumnya adalah seorang yang masih

dibawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada
beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur
berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian
anak dilihat dan ditafsirkan. Hal in tentu ada pertimbangan aspek psikis yang
menyangkut kematangan jiwa seseomng.”24

23 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak

Anak.

2 Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, Him. 42-

43.
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C. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Menurut WHO (World Health Organization), kekerasan adalah
penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap
diri sendiri, perorangan atau kelompok orang (masyarakat) yang
mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma,
kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan
hak.?®

Kekerasan seksual teghef@msgnak di dalam Undang-Undang No 35

mengatur:
Kekerasan
dengan orang lain”.

2) Pasal 76E menyebutkan tentang perbuatan cabul terhadap anak, yang
mengatur: “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman
Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian
kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul.”

Persetubuhan adalah tindakan penetrasi alat kelamin laki-laki ke

2* Debby Priscika Putri, Skripsi : Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang
Terjadi Pada Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah
Kejuruan di Kota Tegal. (Semarang : Universitas Diponegoro).
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dalam alat kelamin perempuan. Perbuatan cabul adalah segala bentuk
perbuatan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat
merangsang libido. Kekerasan seksual tidak bisa hanya diartikan dalam hal
persetubuhan saja, sebab segala bentuk kontak seksual yang dilakukan oleh
1.2

orang dewasa kepada anak dianggap sebagai kekerasan seksua

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam lingkungan

keluarga dan juga dapat terjadi dalam lingkungan masyarakat. Salah satu

menyelesaikan berbagai macam persoalan. Contohnya saja permasalahan
kekerasan seksual terhadap anak. Hukum sebagai alat untuk memenuhi hak
warga negara untuk mendapatkan rasa keadilan, rasa aman, dan juga bantuan
hukum. Tidak terkecuali adalah memberikan rasa keadilan, rasa aman,

kepastian hukum dan juga bantuan hukum bagi anak korban kekerasan

26 Khamalina Pratiwi Azzahninta, tentang Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban
Kekerasan Seksual Oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana), HIm. 12

%" 1bid; HIm. 17.
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seksual.?®

Hadirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak beserta dengan perubahannya yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2014
dan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 merupakan langkah konkrit
pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak. Di dalam bagian
pertimbangan, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 memberikan pernyataan
bahwa didirikannya Negara Indonesia adalah untuk mensejahterakan

rakyatnya. Berangkat dari arg yilah kemudian Undang-Undang No 23

Perlindungan atty ~elLgaks = gflindungan yang hanya

diberikan bagi dRa Dalam upaya memberikan

berikut:

1) Nondiskriminasi;

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berikut beberapa upaya perlindungan khusus yang dapat diberikan

28 1bid; HIm. 23.
2 |bid; HIm 24.
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bagi anak korban kekerasan seksual:*

1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga.

2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas lewat media massa dan
untuk menghindari labelisasi.

3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli; baik
fisik, mental maupun sosial; dan

4) Pemberian aksesbilitas untuk mendapatkan informasi mengenai

perkembangan perkara.

Adany3 URe g- thong lilf""*:; gfbagai perubahan kedua
T

dari Undang-Undgng N&’@ T&lﬂ ﬁ)ﬂﬂ%ntan Perlindungan Anak beserta

dengan perubahannya, menun pahwa hukum itu selalu berubah-ubah
sesuai dengan perubahan dan kemajuan masyarakat. Sebagai bukti bahwa
Pemerintah serius melakukan penegakan hukum kepada pelaku kekerasan
seksual terhadap anak agar pelaku merasakan efek jera atas perbuatannya dan

mendapatkan hukuman sesuai dengan kesalahannya, serta mendorong adanya

langkah konkrit bagi seluruh pihak untuk memulihkan kembali fisik, psikis

% Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung, Alfabeta,
2010, HIm. 57.

31 Gerhard O. W Mueller, Sexual Conduct And The Law, United States of America :
Oceana Publications, Inc, 1980, HIm. 54.
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maupun kondisi sosial anak sebagai anak korban kekerasan seksual.*

Hak Anak

Pembicaraan tentang perlindungan hukum bagi anak, rasanya tak
dapat dilaksanakan dengan pembicaraan tentang apa yang menjadi hak anak
itu. Hak-hak anak hanya dapat dipahami melalui penelusuran perundang-
undangan yang mengatur tentang hak-hak anak. Hak anak adalah bagian dari

hak asasi manusia yang wajihg#@mig dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua,

keluarga, masyarak & Deklarasi PBB (Perserikatan
Bangsa-Bang seseorang yang belum
berusia 1 k anak fyang masih dalam
kandunganfdan me sa sekalfgus sebagai generasi
penerus cita itﬁg bgehakFatas perlindungan dari
tindak kekera n@&dis ebebasan

<

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam
deklarasi ini.

2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus,
dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh
hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak
rohani, sosial mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar
dalam keadaan bebas dan bermartabat.

3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.

4. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan
berkembang dengan sehat.

%2 Khamalina Pratiwi Azzahninta, Op Cit, HIm. 25.
%3 https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Hak-

Hak Anak#:~:text=Deklarasi%20hak%2Dhak%20anak%?20atau,hingga%20diadopsi%200leh%20

Liga%20Bangsa%?2D, di akses pada tanggal 1 April 2022, pukul 18:00 WIB.
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5. Anak-anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial
lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan,
perawatan dan perlakuan khusus.

6. Agar kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-
anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.

7. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma
sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus
mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan
umumnya, dan yang memungkinkan mereka atas dasar kesempatan
yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat
pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya,
sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.
Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh
mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan
anak yang bersangkut 3

melindungi anak korban kekerasan seksual pada Pasal 17 ayat (2) Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mennentukan bahwa
setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang
menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan
hukum dan bantuan lainnya. Bantuan lainnya yang dimaksud adalah termasuk
bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vaksional, dan pendidikan.

Perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual

juga dapat berupa perlindungan khusus sebagaimana yang ditentutkan dalam
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Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 59

yang mengatur:

w

N o O

Perkosaan
Sodomi
Oral sex

a) Cunnilingus (seks oral dilakukan pada wanita)

b) Fellatio (seks oral dilakukan pada laki-laki)

Sexual Gesture (serangan seksual secara visual termasuk eksibisonisme)
Sexual Remark (serangan seksual secara verbal)

Pelecehan Seksual

Pelacuran Anak

Sunat Klentit (sunat klitoris pada anak perempuan)

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada
anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,
anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi
secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak
yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban
penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik
fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak
korban perlakuan salah dan penelantaran.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan diartikan

% Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual
Terhadap Anak, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015, HIm. 7
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sebagai: 1) Paksa, kekerasan, 2) gagah, kuat, perkasa. Sedangkan
memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi,
melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang
berlaku. Menurut KBBI tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam
pemerkosaan ada unsur utama yang melekat, yaitu perilaku kekerasan yang
berkaitan dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar

hukum yang berlaku.*®

demft
Rapurut Aq;f lC!iosna pe

beberapa bentuk perilaku sebagai berikut:

dan dengz

Sementara, @Baan itu dirumuskan melalui

a) Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek).
Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh seorang
perempuan.

b) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini
berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan
tindakan perlakuan pelaku.

c) Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin
dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
terhadap wanita tertentu.

%5 Khamalina Pratiwi Azzahninta, Op Cit, HIm. 25

% Drs. Abdul Wahid, S.H, M.H dan Drs. Muhammad Irfan, S.H, M.Pd,

Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan,
Bandung : Refika Aditama, 2001, Him 40.
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Jika dikaitkan dengan kekerasan seksual terhadap anak, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa perkosaan terhaap anak-anak untuk melakukan
persetubuhan guna memenuhi nafsu birahinya dengan secara paksa
menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan melanggar hukum yang
berlaku. Baik yang dilakukan oleh orang dewasa laki-laki terhadap anak

perempuan maupun orang dewasa perempuan terhadap anak laki-laki.*’

Sodomi, oral sex, sexual gesture termasuk dalam golongan

memperlihatkan alat kelamin kepada anak dengan sengaja (eksibisionisme).
Merayu, menggoda, bersiul pada anak yang ditunjukan untuk kepuasan
seksual (Sexual Remark).

Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, jenis
kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan yang diatur dalam KUHP. Hal ini dapat ditafsirkan berdasarkan

%7 Ibid; HIm 19.
% Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1988.
% https://id.wikipedia.org/wiki/Seks_oral, di akses pada 1 April 2022, pukul 18:30 WIB.
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ketentuan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 64 ayat (3) yang mengatur: “Perlindungan khusus bagi anak yang
menjadi korban tindak pidana”. Tindak pidana yang dimaksud oleh
ketentuan Pasal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 91 Undang-
Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan
bahwa “Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang

sudah ada dinyatakan tetaps#®™eaku sepanjang tidak bertentangan dengan

2002 tentang Perlindungar

. Kekerasan seksual terhadap anak yang didahului dengan penculikan,
penjualan, dan perdagangan anak anak (untuk dilacurkan), sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

. Kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D
dan Pasal 76E Undang-Undang No 35 Tahun 2014 sebagai perubahan

pertama atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
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Anak.

G. Sanksi Pidana Bagi Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Penjatuhan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak

tidak lain adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, selain itu juga

bertujuan untuk mengurangi kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan

Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

1.

Pasal 81 ayat (1)
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

By muslihat, serangkaian
setubuan dengannya

ai hubungan keluarga,
Bparat yang menangani
dari satu orang secara

Pasal 81 ayat (2
Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada
pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D

Pasal 81 ayat (5)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D
menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat,
gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi
reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati,
seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 82 ayat (1)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
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dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 82 ayat (2)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga,
pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani
perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara
bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82 ayat (3)

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada
pelaku yang pernah (djp#8aga karena melakukan tindak pidana
sebagaimana dimak;
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